
                                                                        

 
 

 
 
 

 
 

PROVINSI RIAU 
 
 

PERATURAN BUPATI PELALAWAN 
NOMOR 23 TAHUN 2014 

 

 
TENTANG 

 
PELIMPAHAN WEWENANG MENANDATANGANI PERIJINAN DAN NON 
PERIJINAN KEPADA  BADAN PENANAMAN MODAL  DAN PELAYANAN 

PERIJINAN TERPADU   KABUPATEN PELALAWAN 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PELALAWAN, 

 

 
Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

bahwa  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pembentukan  Badan Penanamana Modal dan 
Pelayanan Perijinan Terpadu   Kabupaten Pelalawan yang 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai pendukung Kepala 

Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan  kebijakan daerah 
dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;  

    b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan 

publik kepada masyarakat dan dunia usaha perlu pelimpahan 
kewenangan penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dari 

Bupati Pelalawan kepada  Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perijinan Terpadu;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pelimpahan Wewenang Menanandatangani Perijinan 

dan Non Perijinan kepada Badan Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan;  

    

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 

(LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan  
atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Rupublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80); 

 



  3. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana   telah diubah   beberapa kali   
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4844); 
 

  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

 
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
  6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
  8. 

 

 
 

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82); 
 

  9. 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu Di daerah; 

 
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 

2013 Tentang Tata cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan 
Pelaporan  Strategi Nasional Pencegahan Dan Pembrantasan 
Korupsi; 

   

12. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

   

13 
 

 
 

 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-228 Tahun 
2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan 

Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau; 
 

    



 

14. 
 

 
 
 

15. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan  Nomor  04 Tahun 
2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan(Lembaran Daerah Kabupaten 
Pelalawan Tahun 2008 Nomor); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan  Nomor  10 Tahun 
2012 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten  Pelalawan  Nomor 20); 

  
 
                                       MEMUTUSKAN : 

    
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PELIMPAHAN 

WEWENANG MENANDATANGANI PERIJINAN DAN NON 
PERIJINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL  DAN 
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU   KABUPATEN PELALAWAN 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 
 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

 
  1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 

  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan 

  3. Bupati adalah Bupati Pelalawan. 

  4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

  5. 
 
6. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan 

rakyat daerah dan lembaga teknis daerah. 

  7. 
 
8. 

 

Perizinan adalah pemberian legalitas seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu,  

Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk 

rekomendasi, pertimbangan teknis, sertfikasi maupun surat 

keterangan dan tanda daftar usaha. 

  9. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan untuk melakukan atau tidak melakukan kepada 

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 

Terpadu sesuatu agar tercapai Tujuan tertentu.  

  10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 

adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 

Terpadu  Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2012. 



   

11. 

 

Retribusi Izin yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah 

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian Izin tertentu atas suatu tempat usaha yang dapat 

menimbulkan Peningkatan PAD.  

   

12.   

 

Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu 

adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 

   

13.   

 

Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau di 

perbolehkannya seorang atau badan untuk melaku 

kan usaha atau kegiatan tertentu. 

    

    
                                           BAB II 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  

Pasal 2 
 

                                    (1)  Perijinan dan Non Perijinan yang dilimpahkan kewenangan 

penandatanganan kepada Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum  pada 
Lampiran  Peraturan Bupati ini dan merupakan   bagian yang 

tidak  terpisahkan dari  Peraturan Bupati ini. 
 

  (2) 
 
 

 
(3) 

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Ter 

Ter  padu bertanggungjawab  atas kewenangan yang dilimpahkan; 

 
   
                                              BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
                                             Pasal 3 

 
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait 

dengan Pelayanan Perijinan Terpadu berkewajiban dan 
bertangungjawab untuk melakukan pembinaan dan 
Pengawasan atas pelaksanaan Perijinan; 

 
(2) Pengawasan atas penyelengaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu dilakukan oleh aparat pengawas interen Pemerintah 

sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya; 
 
                                    
 
 
 
 
 
 



 
 

Diundangkan di Pangkalan Kerinci 
pada tanggal 07 April  2014 

 
SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN  PELALAWAN 

 

 
 

                             TENGKU MUKHLIS 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  PELALAWAN TAHUN 2014 NOMOR 
 

 
 
 

 
 

                                                 
 

 

 
                                             
 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  4 

 

Pada  saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati 

Pelalawan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang 
Menandatangani Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Pelalawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
 

 

 
Pasal 5 

 

Peraturan  Bupati Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pelalawan. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Ditetapkan di Pangkalan Kerinci 
                                                         pada tanggal 07 April  2014 

 
BUPATI PELALAWAN,    

 
 
                    

M. HARRIS 

    



 

 
                                            LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN 

       NOMOR    : 23 TAHUN 2014 
       TANGGAL : 07 APRIL 2014 
            

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG MENANDATANGANI PERIJINAN 
DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN PELALAWAN 
 

 
No 

 
Jenis Izin Dan Perizinan  

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
 
24. 
 

 
Izin Prinsip Penanaman Modal 
 
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 
 
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

 
Izin Usaha Perluasan  Penanaman Modal  
 
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (marger) 
 
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 
 
Izin Pemasangan Reklame 
 
Izin Gangguan/Hinder Ordonatie  (HO) 
 
Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP) 
 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
 
Tanda Daftar Industri  (TDI) 
 
Izin Usaha Industri (IUI) 
 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
 
Izin Trayek 
 
Izin Usaha Angkutan Pedesaan  
 
Izin Angkutan Semua Taksi 
 
Surat Izin Tempat Usaha  (SITU) 
 
Izin Usaha Peternakan  
 
Izin Usaha Perikanan  
 
Izin Usaha Hotel 
 
Tanda Daftar Usaha (TDU) Usaha Hotel 
 

  Izin Usaha  Perkemahan 
 
 Tanda Daftar Usaha (TDU) Perkemahan  
 

 Izin Usaha Pondok  Wisata 
 



25. 
 
26. 
 
27. 
 
28. 
 
29. 
 
30. 
 
31. 
 
32. 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
 
36. 
 
37. 
 
39. 
 
40. 
 
42. 
 
43. 
 
44. 
 
45. 
 
46. 
 
47. 
 
48. 
 
49. 
 
50. 

 Tanda Daftar (TDU) Pondok Wiasata 
 

 Izin Usaha Rumah   Makan 
 
 Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Makan 
 

 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum 
 
 Tanda Daftar Usaha (TDU) Rekreasi dan Hiburan  
 
 Izin Usaha  Obyek Wisata  
 
 Tanda Daftar Usaha (TDU) Obyek Wisata 
 
Izin Salon Kecantikan & Barber Shop 
 
Izin Pusat Kesehatan / Fitnes 
 
Izin Apotik 
 
Surat Izin Kerja Tenaga Keparmasian (SIKTK) 
 
Izin Toko Obat (ITO) 
 
Izin Industri Rumah  Tangga Pangan (IRTP) 
 
Izin Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin 
 
Izin Praktik Bidan 
 
Izin Kerja Perawat/Perawat/Gigi 
 
Izin Rumah Sakit Swasta 
 
Izin Kerja Optikal 
 
Izin Kerja Optisien 
 
Izin Kerja Fisioterafis 
 
Izin Praktek Pengobatan Tradisional (BATRA) 
 
Izin Pengelolaan  air Tanah dan  Pemukiman  
  
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal 
 
Izin Air Isi Ulang 
 

 

 

 
             BUPATI PELALAWAN, 

 

 
 

          M.HARRIS 
 
 

 
 
 

 



 

 
 


